
 

 

 
SALINAN 

NOMOR 5/2023 
PERATURAN WALIKOTA MALANG 

NOMOR      5   TAHUN  2023 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG  

TAHUN 2024-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MALANG, 

Menimbang      : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan 

Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 

Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah                

Kota Malang Tahun 2024-2026; 

Mengingat : 1. Pasal  18 ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  

Republik  Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa-

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13     Tahun 1954 

tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 

Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 



 

 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang     

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang    

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang     

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 6547); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2022 Nomor 4); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987  

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3354); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008                     



 

 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72          

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6178); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 

tentang  Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender Di Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 



 

 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020           

Nomor 1781); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 

tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan 

Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah 

Otonom Baru; 

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang      

Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Malang Nomor 2); 

23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang   

Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Malang    



 

 

Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah      

Kota Malang Nomor 60); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MALANG                          

TAHUN 2024-2026. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Malang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur 

yang selanjutnya disebut RPJMD Jatim adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur untuk 

periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai 

dengan tahun 2024. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang 

yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Kota Malang untuk periode 20 (dua 

puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan   

tahun 2025. 

8. Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2024-2026 

yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung 

sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. 

 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai 

dengan tahun 2026. 



 

 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode       

1 (satu) tahun. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Malang. 

12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah 

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 

rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. 

14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai 

prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk 

mencapai sasaran. 

15. Kebijakan Pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil 

oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. 

16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka 

kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan 

mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang 

dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi 

17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan 

pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk 

mencapai sasaran RPD. 

18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 

hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 

19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 

kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan 

sumber daya pembangunan. 

20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat 

ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran 

dan tujuan dalam bentuk hasil (outcome), dampak (impact). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) RPD merupakan landasan dan pedoman bagi 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 

dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan 

pembangunan dan program pembangunan yang akan 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif. 

(2) RPD berpedoman pada RPJMN, RPJMD Jatim dan RPJPD. 

(3) RPD  menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, dan Renstra 

PD. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 3 

(1) Dokumen RPD tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri 

atas:  

a. BAB I Pendahuluan; 

b. BAB II Gambaran Umum; 

c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;  

d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis; 

e. BAB V Tujuan dan Sasaran; 

f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas; 

g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program 

Perangkat Daerah; 

h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan 

i. BAB IX Penutup. 

(2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen RPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 

(1) Penjabat (Pj.) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan RPD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) meliputi: 

a. pelaksanaan RPD; dan 

b. hasil RPD. 

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perencanaan pembangunan Daerah. 

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB V 

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 5 

(1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya 

ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan 

kondisi eksisting; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya 

kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian 

kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan 

c. perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi 

kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, 

dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan RPD maka penetapan perubahan 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan 

RKPD berpedoman pada RPD. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman 

penyusunan Rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian 

penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan 

Kepala Daerah terpilih berikutnya. 

 

Ditetapkan di Malang 
pada tanggal   24 Maret   2023 

   

WALIKOTA MALANG, 
 

 
ttd 

 

SUTIAJI 
Diundangkan di Malang 

pada tanggal    24 Maret  2023 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 

                      
                     
                              ttd 

 
            ERIK SETYO SANTOSO 

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2023 NOMOR 5 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
   KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 
 
 Dr. SUPARNO, SH, M.Hum. 

 Pembina Tk. I 
 NIP. 19681112 199102 1 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


